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  ABSTRAK  - Bahwa penyelenggaraan tata naskah dinas sebagai bagian dari penyelenggaraan 
pemerintahan daerah harus menganut prinsip kepastian hukum, keteraturan 
administrasi, dan akuntabilitas, perkembangan tata kelola pemerintahan di 
daerah menuntut adanya standar yang jelas dalam pengelolaan dokumen agar 
tidak terjadi tumpang tindih atau ketidakteraturan dalam administrasi dalam 
rangka mewujudkan pengelolaan administrasi pemerintahan yang tertib, efektif, 
dan efisien, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum 
Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di 
Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu adanya pengaturan untuk menyelaraskan 
pengelolaan tata naskah dinas di daerah, dan perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pedoman Penerapan Tata Naskah Dinas. 
 

  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4033),  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten 

Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268), Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4843), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4846), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5071), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6897), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286), Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400), Peraturan Presiden Nomor 



95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182), Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi 

Pemerintah, Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman 

Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757), Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 

Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 758), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 

Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144), Peraturan Daerah 

Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 

2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 

43) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah 

Kabupaten Belitung Timur Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Belitung Timur Nomor 137), dan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur 

Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Belitung Timur Nomor 92). 
  - Dalam Peraturan Bupati Ini Diatur Mengenai ketentuan umum, diatur mengenai 

jenis, susunan, dan bentuk naskah dinas, diatur mengenai pembuatan naskah 
dinas, diatur mengenai pengamanan naskah dinas, diatur mengenai pejabat 
penandatangan naskah dinas, diatur mengenai pelimpahan kewenangan, diatur 
mengenai pengelolaan naskah dinas elektronik, diatur mengenai pengendalian 
naskah dinas, diatur mengenai pembinaan dan pengawasan, diatur mengenai 
pelaporan, dan diatur mengenai ketentuan penutup. 

 CATATAN : -  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Juni 2025. 
  -  Penjelasan: 33 halaman. 
 


